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,LEMB.ARAN DAERAH KJ,BUPATEI-: DAERAH TINGKA.T II PEMALANG 

NOMOR: 8 TAIDJN 1993 SERI D.NO :: 6 

PERATURAN DAERAK KABUPATEN Dh.ERAH TINGKAT II PEMALANG 

NOMOR 3 TiiliUN 1993 

TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA.. PERATURAN DltERAR KABUPi~TEN DAERA.H 

TINGKAT II PEMALANG NOMOR 15 TAIDJN 1990 TENTANG -
• {I f •,-, ... :·: 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEI'U~, WAKIL KE;I1UA D~ -

ANGGOTA DEWAN·PERWAKILAN RAKY.AT.DAERAH 

KABUPATEN\DAERAH;TINGKAT II PEMALANG 

DENGAN RAHM.AT TUHAN YANG '.MAHA E.SA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT lI PEMALANG 

Menimba.--i.g : a. bahwa dengan diterbitkanny~ surat Gubernur -

Keptln D~erah Tingkat I J awa Tengah, tanggal-

19 Oktober 1992 Nomor: i73,t/031122, perihal 

Dana Penunjang kegiatan Dowan Perwakilan Rak- . 

yat Dacrah Tingka.t II, maka perlu mengubah -

besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD -

dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimp.inan dan 

Anggota DPRD; 

b. bahwa ••••••••• (2) 
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b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,

maka dipandang perlu me~gubah Peraturan Daera~ 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15-

Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, -

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rak -

yat Da~rah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang. 

dengan Peraturan Daerah Perubahan. 

Mengt.ge.t i 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang re>kok ___,,,-

pokok Pemerintahan di Daerah 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem

bentukan Paerah-daerah Kabupaten dalam ling -

kungan Propinsi Ja.wa Tengah juncto Peraturan -

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pene 

1 tapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 

Tahun 1950 ;_ 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 

pokok Kepegawaian; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahu~{ 1975 'ientang 

Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan -

Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ~entang 

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 

~an Penytlsunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

6. Peraturan ••••••·••(3) 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 

tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan; 

7. Peraturan Menteri ~alam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 

tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

8. Peraturan ·na.9raid{abupaten Daera.h Tingkat II Pem.!! 

lang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuan_g 

an Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakil

an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pem~ 

lang. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan ~akyat Daerah Kabupaten Da~ 

rah Tingkat II Pemalang. 
I 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAII KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEM~ 

LANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURI~N DAERAH • 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 15 TA

HUN 1990 Tm.PANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEI'UA, WAKIL

KErU'A DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN Dt..ERAH TINGK.iT II PEMALANG • 

Pasal I 

Peraturan Daerah Kabupaten Da~~ T-ing~t II P81T~ 

lang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuan_g 
-

a~ Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakil-

an Rakyat Daerah·Kabupaten,Daerah Tingkat II Pe~ 

lang yang disahkan dengan surat Keputusan Guber 

nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal -

9 Pebruari ••••••••(4) 
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9 Pebruari 199-1: Nomor : 188.3/34/1991 dan di -
a\ • -~ -. . 

undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae~ 

rah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahu.n 1991 .:3 -

Seri D diubah sebagai be~ikut 

A. Pasal 14 ayat (2) bilangan Rp. 15.000.000,00 

(lima belas juta rupiaa) diubah dan dibaca

Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 

B. Pasal 14 ayat (4) diubah dan dibaca: Kepada _,,,,

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjan_g 

an Kesejahteraan yang besarnya diatur dengan 

Keputusan Bupati Kepala Daerah. 

Pasal II 

Peraturan Daerahc.:.ini mulai berlaku sejak tan£- _ 

gal diUJ:1.da:nglmn. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeriB 

tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini deng

an penempatannya dala Lembaran Daerah Tingkat II 

Pemalang. 

DEWli:N PERW.'l.I(ILAN RAKYAT DAER1-1.H 

'Ki-lBUPr1.TEN DAERAH TINGKhT II 

P E M A. L A N G 

BUPi.:i.TI KEPiu..A D.i\.ERAH TINGK.i~T II 

PEMAL,1.NG 
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